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PENGUMUMAN 
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TENTANG 

 
SELEKSI TERBUKA HAKIM TINGGI PENGAWAS DAN HAKIM YUSTISIAL PADA 

BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026 
 

Dalam rangka pengisian Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial pada Badan 
Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2026, kami mengundang Bapak/Ibu untuk 
mendaftar Seleksi Terbuka sebagai Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial pada 
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, adapun persyaratan sebagai berikut: 

I.​ Persyaratan 
A.​ Hakim Tinggi Pengawas 

1.​ Berstatus sebagai Hakim Tinggi atau Hakim Tinggi Militer atau Pimpinan 
Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA Khusus, atau Ketua Pengadilan 
Tingkat Pertama Kelas IA, dengan pangkat/golongan paling rendah IV/c 
(paling singkat 2 tahun dalam golongan), atau Kepala Pengadilan Militer 
Tipe A dengan pangkat paling rendah Kolonel. 

2.​ Tidak pernah dijatuhi sanksi jenis apapun; 
3.​ Sehat jasmani dan rohani; 
4.​ Memiliki kompetensi, integritas dan kedisiplinan kerja yang baik; 
5.​ Dapat mengoperasikan komputer; 
6.​ Mendapat persetujuan dari atasan langsung; 
7.​ Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI. 
B.​ Hakim Yustisial 

1.​ Berstatus sebagai Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan 
pangkat/golongan paling rendah III/d dan paling tinggi IV/a bagi Hakim 
yang berasal dari peradilan umum, atau berpangkat paling rendah Mayor 
bagi Hakim yang berasal dari peradilan militer; 

2.​ Tidak pernah dijatuhi sanksi jenis apapun; 
3.​ Sehat jasmani dan rohani; 
4.​ Memiliki kompetensi, integritas dan kedisiplinan kerja yang baik; 
5.​ Dapat mengoperasikan komputer; 
6.​ Mendapat persetujuan dari atasan langsung; 
7.​ Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan 

Pengawasan Mahkamah Agung RI. 
II.      Tata Cara Pendaftaran 

1.​ Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan administrasi dimulai 
pada tanggal 23 Februari s.d. 4 Maret 2026 secara online melalui halaman 
https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/rekanbawas/ 

2.​ Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi dengan dilengkapi: 
a.​ Softcopy Surat Lamaran; 
b.​ Softcopy Daftar Riwayat Hidup / CV; 

 

https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/rekanbawas/


 

c.​ Softcopy SK Pengangkatan Jabatan Terakhir; 
d.​ Softcopy SK Pangkat Terakhir; 
e.​ Softcopy Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter 

rumah sakit pemerintah; 
f.​ Softcopy Surat Persetujuan dari atasan langsung. 

III.     Ketentuan lain 
1.​ Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang 

lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan; 
2.​ Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM 

BENTUK APAPUN; 
3.​ Keputusan panitia seleksi terbuka Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim 

Yustisial pada Badan Pengawasan Tahun 2026 bersifat mutlak dan tidak 
dapat diganggu gugat; 

4.​ Selama proses seleksi, sampai dengan pengangkatan sebagai Hakim 
Tinggi Pengawas dan Hakim Yustisial, apabila diketahui peserta 
memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak 
menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan; 

5.​ Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung bagian 
Kepegawaian Badan Pengawasan sebagai berikut: Sri Widayanti 
0817-9168-630 dan Yan Darmawan 0812-8787-3047. 

IV.     Jadwal Seleksi (Tentatif) 

No Tahapan Seleksi Pelaksanaan 

1 Pendaftaran 23 Februari s.d 4 Maret 2026 

2 Seleksi Administrasi dan Profiling Integritas 5 s.d. 17 Maret 2026 
3 Pengumuman hasil seleksi administrasi dan 

Profiling Integritas 
1 April 2026 

4 Assessment dan Wawancara 7 s.d. 10 April 2026 

5 Pengumuman Hasil Seleksi 4 Mei 2026 

 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Ditetapkan di Jakarta 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Pada tanggal 04 Februari 2026  
 

Plt. Kepala Badan Pengawasan 
Mahkamah Agung RI, 
Ditandatangani Secara Elektronik 

 
Suradi 

 

 -​ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau 
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. 

-​ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan 
BsrE 
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